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BAB IV
AKIBAT HUKUM TERHADAP HASIL PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MELALUI PROSES EXECUTIVE

REVIEW

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pemerintah
daerah. Pengawasan tersebut dapat dibedakan dari obejek dan sifatnya.
Pengawasan bila dilihat dari objeknya terdiri dari pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 218
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan
atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila
pengawasan tersebut dilihat dari sifatnya terdiri dari pengawasan preventif dan
pengawasan represif. Pengawasan preventif terdapat pada proses evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sedangkan pengawasan represif terdapat
pada mekanisme klarifikasi pada Perda. Mekanisme evaluasi sering disebut juga
executive preview sedangkan mekanisme klarifikasi disebut executive review.
Mekanisme evaluasi diatur oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tepatnya dari
Pasal 76 sampai dengan Pasal 85, sedangkan mekanisme klarifikasi diatur dari

Pasal 86 sampai dengan Pasal 99.
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Proses evaluasi dan klarifikasi bertujuan untuk menjaga agar muatan Perda
tidak bertentengan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-
undangan yang lebih tinggi. Menurut Pasal 76 Ayat (1) Permendagri Nomor 1
Tahun 2014 khusus untuk Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD,
dan Tata Ruang sebelum diklarifikasi terlebih dahulu dilakukan evaluasi.
Menurut Pasal 1 Angka (20) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, evaluasi adalah pengkajian dan penilaian
terhadap rancangan Perda dan rancangan perkada untuk mengetahui bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi . Proses evaluasi ini untuk APBD diatur di dalam pasal 185 UU Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Perda tingkat provinsi
sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota diatur di dalam Pasal 186 UU Nomor 32
Tahun 2004. Sedangkan pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah diatur
di dalam Pasal 189 UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk lebih khususnya diatur
dengan Pasal 157 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi
Daerah. Pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk
hukum Daerah mengatur khusus pada proses evaluasi terhadap Perda tentang
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD, dan Tata Ruang yang diatur dalam Pasal
76 sampai dengan Pasal 85. Sedangkan proses Klarifikasi dilakukan terhadap
semua jenis Perda. Menutut Pasal 1 Angka (19) Permendagri Nomor 1 Tahun
2014, klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan perkada

untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
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perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses klarifikasi ini dilakukan pada
Perda provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 86 Ayat (1)
Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Klarifikasi Perda provinsi dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri. Sedangkan proses klarifikasi terhadap Perda
Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur namun tetap berkordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri hal ini tertuang di dalam Pasal 88 Ayat (2) Permendagri
Nomor 1 Tahun 2014. Adapun indikator terhadap pengujian terhadap Perda
tersebut yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hasil klarifikasi Perda Kabupaten/Kota disebutkan pada Pasal 93 Ayat (2)

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi :

(2) Hasil Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya menurut Pasal 94 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 bila
hasil Kklarifikasi itu sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
yang lebih tinggi maka Sekretaris Daerah Provinsi atas nama gubernur akan
menerbitkan surat kepada bupati/walikota. Sedangkan menurut Pasal 94 Ayat (2)
apabila hasil klarifikasi itu Perda Kabupaten/Kota bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, gubernur akan
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menerbitkan surat kepada bupati/walikota yang berisikan rekomendasi agar
Pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda. Bila
materi muatan perda lebih dari 60% bermasalah maka hasil klarifikasi isinya
perda harus dicabut dan apabila materi muatan perda kurang dari 30% maka hasil
Klarifikasi menghimbau agar dilakukan perubahan terhadap Perda
Kabupaten/Kota.*

Seperti yang telah disampaikan diatas adanya dua hasil Klarifikasi yaitu
perda itu sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang tinggi
dan Perda itu bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang
lebih tinggi. Sehingga ada dua akibat hukum terhadap hasil klarifikasi. Pada hasil
klarifikasi yang hasilnya perda itu sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan yang tinggi akan menimbulkan akibat hukum Perda
Kabupaten/Kota tersebut akan tetap berlaku. Pemerintah daerah tidak perlu lagi
melakukan penyempurnaan dan/atau pencabutan terhadap Perda Kabuapten/Kota
tersebut. Selanjutnya pada hasil klarifikasi  yang menyatakan Perda itu
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi
akan menimbulkan akibat hukum terhadap Perda Kabupaten/Kota yang harus
disempurnakan dan/atau dicabut. Pada hasil klarifikasi yang merekomendasikan
untuk penyempurnaan dan/atau dicabut ini membuat adanya akibat hukum yang

berbeda . Apabila hasil klarifikasi Perda Kabupaten/Kota harus dicabut tentunya

48 Deni Daryatno. Dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Executive
Review Terhadap Peraturan Daerah (Perda), HIm. 16.
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sudah akibat hukum yang jelas bahwa Perda tersebut harus dicabut oleh
Pemeritah Daerah dan apabila Pemerintah Daerah tidak mecabut Perda tersebut
maka menurut Pasal 94 Ayat (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Perda
tersebut akan dicabut dengan Perpres melalui rekomnendasi Menteri Dalam
Negeri. Selanjutnya apabila Pemerintah Daerah telah melakukan pencabutan
terhadap Perda maka bila ingin membuat Perda yang sama maka harus melalui
proses awal dalam pembuatan sebuah Perda seperti yang telah diatur di dalam
Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. Pada hasil klarifikasi yang hasilnya
merupakan penyempurnaan terhadap Perda akan menimbulkan adanya
ketidakpastian Hukum. Menurut penulis proses penyempurnaan tidaklah sesuai
dengan proses pembentukan perundang-undangan menurut Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak ada landasan hukum mengenai Perda
yang telah ditetapkan masih bisa diubah materinya. Selain itu tidak ada juga
pengaturan proses penyempurnaan tersebut di dalam UU 12 Tahun 2011 maupun

di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pada pengawasan Perda ada dua jenis Pengawasan preventif dan represif.
Pengawasan preventif dikenal istilah executive preview terdapat pada proses
evaluasi pada Raperda tentang APBD, pajak dan retribusi daerah, dan tata
ruang. Pengawasan represif yang dikenal dengan istilah executive review
terdapat pada proses Kklarifikasi terhadap Perda Kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh gubernur dengan berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri.
Pengaturan proses executive review tersebut diatur dalam Pasal 145 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 158
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 Tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada
Pasal 92 sampai dengan Pasal 99.
2. Hasil dari klarifikasi pada Perda Kabupaten/Kota tertuang di dalam Pasal 93
Ayat (2) yaitu:
a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

b. Hasil Kklarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
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Akibat hukum atas hasil klarifikasi terhadap Perda Kabupaten/Kota adalah
bila hasil klarifikasi sudah sesuai maka Perda tersebut tetap akan berlaku,
sedangkan bila hasil klarifikasi itu bertentangan maka perda tersebut harus
dilakukan penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda. Akibat hukum bila
Perda harus dicabut apabila ingin membuat perda yang sama mesti melewati
mekanisme perubahan, namun ada kekhususan bagi Perda tentang APBD
apabila dicabut maka Perda tahun sebelumnya yang akan digunakan untuk
tahun selanjutnya. Pada hasil klarifikasi yang hasilnya Perda harus dilakukan

penyempurnaan maka akan menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementrian Dalam
Negeri melakukan memperjelas proses executive review pada Perda
Kabupaten/Kota, khusus pada hasil Klarifikasi yang merekomendasikan
dilakukannya penyempurnaan dan/atau pencabutan terhadap Perda. Tidak
adanya payung hukum dalam prsoses penyempurnaan menyebabkan
keberadaan proses penyempurnaan menjadi tidak ada kepastian hukum.

2. Pada tahap evaluasi dan klarifikasi mestinya Kemendagri mengatur dengan
jelas mengenai batasan waktu dalam gubernur dalam melakukan proses
evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar
terwujudnya kepastian hukum. Begitu pula terhadap Kemendagri dalam

melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi.
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